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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P  U  T  U  S  A  N
No.  849 K/Pdt .Sus /2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H   A G U N G

memer iksa  perkara  perse l i s i h an  hubungan  indus t r i a l  da lam 

t i ngka t  kasas i  te l ah  memutuskan  sebaga i  ber i ku t  da lam 

perkara  :

MUHAMMAD JAFAR,  bera lamat  di  Km.1.  Poros  Mal i l i  

Sorowako,  Kecamatan  Mal i l i ,  Kabupaten  Luwu Timur,  

Sulawesi  Selatan,   dalam  hal  in i  memberi  kuasa  

kepada  :  Hannani  Parani ,SH. ,  Muhiddin  Nasi r ,  Andi  

Karman dan Lukman Hakim,  masing- masing  adalah  Biro  

Hukum  Dewan  Pimpinan  Daerah  Federas i  Ser ika t  

Peker ja  Kimia,  Energ i  Pertambangan,  Minyak  Gas 

Bumi  dan  Umum Provins i  Sulawesi  Selatan  (DPD FSP 

KEP Sul- Sel) ,  berkantor  di  Jalan  Landak  Baru  V 

No.19  Kp.90222  Kota  Makassar ,  Sulawesi  Selatan ,  

berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus  tanggal  17 

September  2009 ;

Pemohon Kasas i  dahu lu  Pengugat  ;

M e l  a w a n :

PT.  INCO  TBK. ,  SOROWAKO,  berkedudukan  di  

Kabupaten  Luwu Utara ,  Sulawes i  Sela tan  ;  

Termohon Kasas i  dahu lu  Terguga t  ;  

Mahkamah Agung te rsebu t  ;

Membaca sura t - sura t  yang  bersangku tan  ;

Menimbang,  bahwa  dar i  sura t - sura t  te rsebut  ternya ta  

bahwa sekarang  Pemohon Kasas i  dahulu  sebagai  Penggugat  te lah  

menggugat  sekarang  Termohon  Kasas i  dahulu  sebaga i  Tergugat  

di  muka  pers idangan    Pengadi l an  Hubungan  Indus t r i a l  pada  

Pengadi lan  Neger i  Makassar  pada pokoknya  atas   dal i l - dal i l  :

1. Bahwa  Penggugat  selaku  karyawan  te tap  pada  PT.  

INCO TBK.,  Sorowako,  dan mula i  beker ja  di  PT.  INCO 

pada  tangga l  13  Jul i  1992  sampai  Tergugat  

dinonak t i f k an  dar i  peker jaan  dan  dike lua rkannya  
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Surat  Pemutusan    Hubungan    Ker ja   te rhadap  

Penggugat   te r tangga l   24 September  2008 ;

2. Bahwa Penggugat  sebaga i  karyawan  PT.  INCO TBK. ,  

dengan  gaj i /  upah  yang  di te r ima  set i ap  bulannya  

ada lah  sebesar  Rp.5 .992 .000 ,00  ( l ima  ju ta  

sembi lan  ra tus  sembi lan  puluh  dua r i bu  Rupiah)  ;

3. Bahwa  awal  mula  ter j ad i  Perse l i s i han  Hubungan  

Indust r i a l  adalah  sejak  ter j ad inya  mogok ker ja  atas  

semua  karyawan  PT.  INCO tepat  pada  har i  kedua  

ter tangga l  16 Nopember  2007 dimana Penggugat  diduga  

melakukan  pemukulan  terhadap  karyawan  la in  dengan  

nama Jef ry  ;  Selan ju tnya  permasalahan  in i  sampai  

di laporkan  kepada  pihak  yang  berwaj ib  

No.Pol .S .Pg l / 591 /X I / 2007 /  Reskr im  ter tangga l  27 

Nopember  2007 sebagai  Tersangka  dalam dugaan t indak  

pidana  penganiayaan  sebagai  dimaksud  dalam  Pasal  

351 ayat  (1)  KUHPidana  atas  laporan  pengaduan  sdr .  

Jef ry  H.L. ;

4. Selan ju tnya  perkara  tersebut  di lan ju t kan  sampai  ke  

Pengadi lan  dengan  perkara  No.  410/Pid  

B/2008/PN.PLP. ,  dan te lah  diputus  oleh  Maje l i s  Hakim 

Pengadi lan  Neger i  Palopo  di  Masamba ter tangga l  26 

Agustus  2008 dengan  putusan  Terdakwa Muhammad Jafar  

dinyatakan  te lah  terbukt i  secara  sah  dan  meyakikan  

bersa lah  melakukan  t indak  pidana  penganiayaan,  

dengan hukuman penjara  selama 3 bulan  dan di te tapkan  

bahwa  pidana  i tu  t idak  akan  di ja lankan.  Putusan  

tersebut  sudah berkekuatan  hukum tetap  dan t idak  ada  

upaya hukum selan ju tnya  ;

5. Bahwa dengan  dasar  putusan  tersebut  pihak  PT.  INCO 

menindak  lan ju t i  dan  secara  langsung  mengeluarkan  

pemutusan  hubungan  ker ja  dengan  alasan  pelanggaran  

terhadap  aturan  perusahaan  yakni  t indakan  dis ip l i n ,  

yang  di lakukan  pada  tanggal  27  Agustus  2008,dengan  

alasan  sesuai  dengan  Undang- Undang No.13  Tahun 2003  

tentang  Ketenagaker jaan  utamanya  menyangkut  Pasal  

158  ayat  (1)  dan  Pasal  160  ayat  (3)  dan  (5) ,  maka 
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perusahaan  bermaksud  mengakhi r i  hubungan  ker ja  

saudara  Muhammad Juf r i  mulai  tanggal  26  September  

2008 ;

6. Bahwa  seharusnya  pihak  perusahaan  PT.  INCO Tbk. ,  

memberikan  per ingatan  ter leb ih  dahulu  kepada peker ja  

sebelum  melakukan  dan  t indakan  pemutusan  hubungan  

secara  langsung  dan  sepihak  dengan  kata  la in  pihak  

perusahaan  ter leb ih  dahulu  harus lah  memberikan  

per ingatan  berupa  per ingatan  per tama,  kedua  dan  

ket iga  dan  kalau  per ingatan  tersebut  t idak  

dih i raukan  oleh  peker ja  baru  mengeluarkan  surat  

pemutusan  ;

7. Bahwa atas  t indakan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  secara  

sepihak  yang  di lakukan  oleh  Tergugat  terhadap  

Penggugat  tersebut  t idak  dapat  di te r ima  dan  atau  

di to lak  oleh  Penggugat  karena  sangat  merugikan  hak-

hak  normat i f  Penggugat ,  dengan  dasar  penolakan  

tersebut  adalah  bahwa  Tergugat  melakukan  Pemutusan  

Hubungan  Kerja  sepihak  di  mana landasan  hukum yang  

dipakai  oleh  Perusahaan  dengan mengacu pada Pasal  158  

ayat  (1)  dan  Pasal  160  ayat  (3)  dan  (5)  pada  hal  

kedua  pasal  tersebut  te lah  dicabut  oleh  Mahkamah 

Konst i tus i  oleh  karena  i tu  t indakan  Tergugat  

melakukan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  sepihak  tanpa  

memberikan  hak- hak  normat i f  para  Penggugat  adalah  

sangat  bertentangan  dengan  Pasal  170  Undang- Undang 

No.  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagaker jaan,  dimana  

Pengusaha  waj ib  mempeker jakan  kembal i  Peker ja /Buruh  

yang bersangkutan  serta  membayar  seluruh  upah dan hak  

yang  harus  di ter ima  oleh  Tergugat .  Dengan  demikian  

t indakan  Tergugat  a  quo  memberhent ikan  Penggugat  

secara  sepihak  adalah  t indakan  yang t idak  sah menurut  

hukum dan bata l  demi  hukum  ;

8. Bahwa sehubungan  dengan  dasar  dan  landasan  hukum 

yang  menjad i  acuan   Pengusaha   untuk  melakukan  

Pemutusan   Hubungan   Ker ja  te rhadap  Penggugat  

Muhammad Jafa r  ada lah  Pasa l  158  ayat  (1 )  dan  
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Pasal  160  ayat  (3 )  dan  (5 )  sangat  t i dak  mengika t  

dan t i dak  b isa  di j ad i kan  acuan  dan landasan  hukum 

dengan alasan  sebaga i  ber i ku t  :

- Bahwa  Pasa l  te rsebu t  d inya takan  te l ah  d icabu t  dan  

dianggap  t i dak  mempunyai  kekua tan  hukum mengika t  dan  

t i dak  dapat  d i j ad i kan  sebaga i  dasar  dan  acuan  da lam 

Penye lesa ian  Hubungan  Indus t r i a l  sebaga imana  te lah  

dipu tuskan  oleh  Mahkamah Konst i t u s i  te rhadap  Hak  Uj i  

Mater i l  Undang- Undang Nomor  13 Tahun 2003 ;

- Bahwa da l i l  Pasal  160  ayat  (3 )  dan  (5 )  Undang- Undang  

No.13  Tahun  2003,  t i dak  ber laku  bag i  Penggugat  

Muhammad Jafa r  o leh  karena  Penggugat  di j a t uh i  hukuman 

percobaan  se lama  3  bulan ,  dan  dengan  putusan  Maje l i s  

Hakim  Pengad i l an  Neger i  Palopo  yang  menetapkan  bahwa 

Penggugat  d inya takan  t i dak  akan  di tahan ,  berar t i  

Peker j a /  Karyawan   dapat    menja lankan    peker j aannya  

kembal i ,  maka dar i  i t u  pasa l  te r sebu t  t i dak  mengika t  

sesua i  dengan  putusan  Pengad i l an  Neger i  Palopo  

te rhadap  hukuman yang  d i j a t uhkan  pada Penggugat  ;

9. Bahwa  r isa lah  hasi l  sidang  Bipar t i t  yang  

di lakukan  antara  kedua  belah  pihak  yakni  

peker ja    Muhammad   Jafar   dengan  

perwaki lan   dar i  perusahaan   PT.   INCO,  

ter tangga l  28  Mei  2008,  masing- masing  

bersepakat  dan  pihak  Perusahaan  memberikan  

hukuman  dengan  step  4  kepada  saudara  

Muhammad Jafar  ;

10. Bahwa sebelum Penggugat  mengajukan  gugatan  

a  quo,  Penggugat  te lah  berupaya  untuk  

menyelesa ikan  persoa lan  in i  dengan  ja lan  

mela lu i  Bipar t i t  1,  2  dan  3  dan  te r j ad i  

kesepakatan  bahwa  Penggugat  di j a t uh i  

hukuman  dis ip l i n  dengan  hukuman  step  4,  

namun selan ju tnya  Tergugat  t i dak  mematuhi  

kesepakatan  te rsebut  bahkan  dengan sengaja  

melanggarnya ,   dengan  menja tuhkan  

Pemutusan   Hubungan  Ker ja ,  sehingga  
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Penggugat  melan ju tkan  dan  mengadukan  

perse l i s i han  a  quo  kepada  Media to r  Dinas  

Tenaga Ker ja  Mal i l i ,  Kabupaten  Luwu Timur ,  

pada  tangga l  13  Mei  2009,  dan  se lan ju tnya  

pihak  Dinas  Tenaga  Ker ja  Kabupaten  Luwu 

Timur  melakukan  upaya  medias i ,  namun dalam 

medias i  te rsebut  lag i - lag i  t idak  

menghasi l kan  suatu  kesepakatan ,  yang  pada  

akhi rnya  Kepala  Dinas  c.q  Media to r  Dinas  

Tenaga  Ker ja  Kabupaten  Luwu  Timur  

mengeluarkan  sura t  anju ran  dengan  Nomor  

560/88/DNTS- LT/V/2009  te r tangga l  13  Mei  

2009,  ( te r l amp i r )  adapun  is i  dar i  pada  

anjuran  te rsebu t  adalah  sebaga i  ber i ku t  :

MENGANJURKAN

1. Agar  Pimpinan  Perusahaan tetap  mempeker jakan  

kembal i  Sdr.  Muhammad Jafar  dengan  mengacu  

kepada hasi l  Bipar t i t  ter tanggal  28 Mei  2008  

;

2. Agar  Peker ja  dida lam  menja lankan  

peker jaannya  senant iasa  mengikut i  dan 

mentaat i  aturan- aturan  yang  te lah  

di te tapkan  Perusahaan  PT.  INCO TBK.;

3. Agar  kedua  belah  pihak  menjawab  atas  

anju ran  te rsebu t  se lambat - lambatnya  

dalam jangka  waktu  10 har i  ker ja  sete lah  

mener ima  sura t  an ju ran  in i  ;

11. Bahwa  te rhadap  Sura t  Anjuran  Media to r  Dinas  

Tenaga  Ker ja  Kabupaten  Luwu  Timur  dengan  Nomor  

560/88 /DNTS- LT/2009  te r t angga l  13  Mei  2009  

te rsebu t ,  Penggugat  te l ah  menanggap inya  dengan  

mener ima  an ju ran  dar i  Media to r  dan  seba l i k nya  

Tergugat  menolak  anju ran  Media to r  te rsebu t ,  dan  

Penggugat  Sdr .  Muhammad  Jafa r  menuntu t  untuk  

te tap  di te r ima  kembal i  beker j a  di  perusahaan  PT.  

INCO TBK. ;

12. Bahwa se lan ju t nya  pihak  Penggugat  menuntu t  agar  
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Tergugat  te tap  membayar  kese lu ruhan  hak- hak  yang  

harus  di te r ima  sesua i  dengan  Undang- Undang No.13  

Tahun  2003,  d imana  upah/ga j i  Penggugat  Karyawan  

yang  te r t unggak  se lama  ± 14  (empat  be las )  bu lan  

te rh i t ung  se jak  bulan  September  2008  sampai  

bu lan  Nopember  2009,  sebesar  Rp.5 .992 .000 ,00 /  

bu lan  X 14  bulan  te r t unggak  =  Rp.83.888 .000 ,00  

(de lapan  puluh  t i ga  ju ta  de lapan  ra tus  delapan  

puluh  delapan  r ibu  Rupiah) ,  dengan  perh i t ungan  

upah/ga j i  yang  belum te rbaya rkan  sampai  sekarang  

dan  se lan ju t nya  menuntu t  gaj i / u pah  para  

Penggugat  te tap  dipe rh i t u ngkan  dan  ber j a l an  

te rus  sampai  keputusan  in i  mempunyai  putusan  

hukum te tap  ;

13. Bahwa  sesua i  kete rangan  Pengusaha/Terguga t  PT.  

INCO  TBK. ,  dan  per t imbangan  Media to r  Dinas  

Tenaga  Ker ja  Kabupaten  Luwu  Timur  da lam 

kes impu lannya  sangat  je l as  ka lau  Tergugat  PT.  

INCO TBK. ,  te l ah  melakukan  Pemutusan  Hubungan  

Ker ja  secara  sep ihak  dan t i dak  sah  menuru t  hukum 

dan  Undang- Undang  Ketenagaker j aan  UU.  No.13  

Tahun  2003,  karena  dasar  dan  a lasan  Tergugat  

melakukan  Pemutusan  Ker ja  te rhadap  Peker ja /  

Karyawan  t i dak  je l as  dan  te rang  sebaga imana  

Tergugat  sebe lumnya  belum  pernah  member i kan  

sura t  per inga tan ,  ba ik  per inga tan  per tama,  kedua  

dan  ket i ga  pada  Penggugat ,  sebaga imana  dia tu r  

da lam  Pasa l  93  ayat  (2 )  po in  F  Undang- Undang 

No.13  Tahun  2003  ten tang  Ketenagaker j aan ,  d imana  

Pengusaha  waj ib  member ikan  upah/ga j i  kepada  

Penggugat  yang  masih  te r t unggak  dengan  to ta l  

kese lu ruhan  :  Rp.5 .992 .000 ,00 /  bu lan  X 14  bulan  

te r t unggak  =  Rp.83.888 .000 ,00  (de lapan  puluh  

t i ga  ju t a  de lapan  ra tus  delapan  puluh  de lapan  

r i bu  Rupiah)  ;

14. Bahwa dengan  dal i l  Tergugat  memutus  hubungan  ker ja  

pada  Penggugat  dengan  dasar  bahwa  Penggugat  te lah  
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melakukan  penganiayaan  dan di ja tuh i  hukuman percobaan  

oleh  Pengadi lan  Negeri  Palopo  dengan  putusan  yang  

menyatakan  ketetapan  pidana  tersebut  t idak  akan  

di ja lankan  dengan  kata  la in  Penggugat  dapat  

menjalankan  peker jaannya  di  Perusahaan  tanpa  

halangan.  Maka Tergugat  t idak  mempunyai  dasar  hukum 

untuk  langsung  secara  sepihak  memecat  dan  

memberhent ikan  para  Penggugat  dalam  perusahaan  dan  

oleh  karena  i tu  sebagai  akibat  dar i  t indakan  Tergugat  

yang  memberhent ikan  para  Tergugat  secara  sepihak  

sangat  merugikan  hak- hak  Penggugat  selaku  

Peker ja /Karyawan,  dan  dengan  demikian  Penggugat  

menuntut  agar  Tergugat  membayar  hak- hak  normat i f  

Penggugat,  sebagaimana diatur  dalam Pasal  170 Undang-

Undang  No.13  Tahun  2003  tentang  Ketenagaker jaan  

dimana  Pengusaha  waj ib  memperker jakan  kembal i  

Peker ja /Buruh  yang  bersangkutan  serta  membayar  

seluruh  upah  dan  hak  yang  harus  di ter ima  oleh  para  

Tergugat  ;

15. Bahwa  untuk  menjamin  tuntu tan  hak  normat i f  para  

Penggugat  a quo,  maka sangat  bera lasan  dan berdasar  

hukum  bagi  Penggugat  untuk  memohon  kepada  

Ketua/Maje l i s  Hakim Pengadi lan  Hubungan  Indust r i a l  

yang  memeriksa  dan  mengadi l i  perkara  in i ,  ki ranya  

berkenan  meletakkan  si ta  jaminan  (conservato i r  

beslag)  terhadap  har ta  benda/asset  Perusahaan  mil i k  

Tergugat  ;

16. Bahwa berhubung  karena  Tergugat  te lah  member ikan  

Pemutusan  Hubungan  Ker ja  secara  sepihak  pada  

penggugat  Muhammad Jafar ,  dan  t idak  sesuai  dengan  

ketentuan  dalam  Undang- Undang  No.  13  Tahun  2003  

ten tang  Ketenagaker jaan ,  maka  berdasar  dan  

bera lasan  hukum  untuk  memperker jakan  kembal i  

Penggugat  pada Perusahaan  PT.  Inco  Tbk. ,  dan te tap  

member ikan  segala  sesuatu  yang  merupakan  hak- hak  

Tergugat  ;

17. Bahwa  dengan  demik ian  Penggugat  Muhammad Jafar  
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memohon kepada  Ketua/Maje l i s  Hakim yang  mengadi l i  

dan memeriksa  perkara  in i  agar  diper i n t ahkan  pada  

Tergugat  untuk  te tap  membayar  keselu ruhan  

upah/ga j i  yang  masih  te r tunggak  selama  14(empat  

belas )  bulan  te rh i t ung  sejak  bulan  September  2008  

sampai  bulan  Nopember  2009,  ser ta  memerin tahkan  

kepada  Tergugat  agar  te tap  melaksanakan  

kewaj ibannya  dengan  membayar  upah/ga j i  Penggugat  

Muhammad Jafar  yang  masih  te r tunggak  yakn i  upah/  

gaj i  yang  di te r ima  Penggugat  set iap  bulannya  

sebesar  Rp.5.992 .000 ,00 /  bulan  x  14  bulan  

te r tunggak  = Rp.83.888.000 ,00  (de lapan  puluh  t iga  

ju ta  delapan  ra tus  delapan  puluh  delapan  r ibu  

Rupiah) .  Dan  te tap  membebankan  dan  menghukum 

Tergugat  untuk  membayar  gaj i / upah  Penggugat  

sebesar  Rp.5.992 .000 ,00  ( l ima  ju ta  sembi lan  ra tus  

sembi lan  puluh  dua  r ibu  Rupiah)  set iap  bulannya  

selama  perkara  in i  diper i ksa  sampai  adanya  

putusan  hukum yang te tap  ;

18. Bahwa untuk  menghindar i  Tergugat  ingkar  atau  t idak  

melaksanakan  putusan  in i  sete lah  berkekuatan  hukum 

te tap ,  maka  berdasar  hukum pula  untuk  menghukum 

Tergugat  membayar  uang  paksa  (dwangsom)  sebesar  

Rp.1.000.000,00  (satu  ju ta  Rupiah)  set iap  har i  

keter lambatan  pelaksanaan  putusan  in i ,  terh i t ung  

sejak  putusan  in i  berkekuatan  hukum te tap  ;

19. Bahwa oleh  karena  gugatan  in i  dia jukan  dengan dasar  

bukt i - bukt i  autent i k ,  maka berdasar  hukum putusan  

in i  dinyatakan  dapat  di ja lankan  ter leb ih  dahulu  

(u i t  voerbar  bi j  voorraad)  walaupun  ada upaya hukum 

per lawanan  atau  kasasi  ;

Berdasarkan  ura ian - ura ian  dan  hukum di  atas ,  Penggugat  

mohon berkenan  Hakim Ketua/Maje l i s  Hakim yang  memeriksa  dan  

mengadi l i  perkara  in i ,  memutuskan  perkara  in  casu,  dengan  

amar  putusan  sebagai  ber i ku t  :

Dalam Prov i s i  :

a. Memer in tahkan  kepada  Tergugat  untuk  segera  
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membayarkan  kepada  para  Penggugat  Muhammad 

Jafa r  secara  tuna i  atas  kese lu ruhan  gaj i /  

upah  yang  te r t unggak  se lama  14  bulan  

te rh i t ung  se jak  bulan  September  2008 sampai  

bu lan  November  2009,  yakn i  sebesar  

Rp.5 .992 .000 ,00 /  bu lan  x  14  bulan  

te r t unggak  =  Rp.83.888 .000 ,00  (de lapan  

puluh  t i ga  ju ta  de lapan  ra tus  delapan  pu luh  

delapan  r i bu  Rupiah)  ;

b. Menghukum  kepada  Tergugat  untuk  membayar  

upah/ga j i  penggugat  Muhammad Jafa r  set i ap  

bulannya  sebesar  Rp.5 .992 .000 ,00  ( l ima  ju ta  

sembi lan  ra tus  sembi lan  pu luh  dua  r i bu  

Rupiah) ,  dan  sete rusnya  te tap  ber ja l an  

sampai  dengan  adanya  keputusan  hukum yang  

te tap  ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  te rsebu t ,  Tergugat  

mengajukan  ekseps i  pada  pokoknya  atas  dal i l - da l i l  sebaga i  

ber i ku t  :

Dalam ekseps i  :

1. Bahwa Tergugat  membantah  dan  menolak  se lu ruh  dal i l -

da l i l  gugatan  Penggugat  kecua l i  te rhadap  hal - ha l  yang  

diaku i  dan  d inya takan  secara  tegas  dan  r inc i  o leh  

Tergugat  ;  

2. Gugatan  Penggugat  obscuur  l i be l  ;

Bahwa  dal i l - da l i l  gugatan  Penggugat  kabur / t i d a k  je l as  

dan  kacau  ber i ku t  in i  Tergugat  tun jukkan  dal i l - da l i l  

te rsebu t  anta ra  la i n  :

a. Kata,  "Para  Penggugat"  diu lang  sampai  8 (de lapan)  

kal i  yai tu  terdapat  pada  halaman  hal .3  poin  7 

bar is  ke- 11  dar i  atas,  hal .5  bar is  ke- 2  dar i  

atas ,  poin  9 bar is  ke- 8,  ke- 10,  poin  10 bar is  ke-

1,  hal .6  dalam  prov is i  huruf  a  bar is  ke- 2  dan  

bar is  ke- 3 dar i  atas  ;

b. Kata,  "Para  Tergugat"  sebanyak  2  (dua)  kal i  pada  

hal .  5  poin  9  bar is  ke- 9  dar i  atas  dan  bar is  

terakhi r .  Kata  "para"  menunjukkan  bahwa 
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Penggugatnya  lebih  dar i  satu  orang,  tapi  fakta  

hukumnya  Penggugatnya  hanya  1  (satu)  orang  saja  

yai tu  Muhammad  Jafar  demikian  juga  Tergugatnya  

hanya 1 (satu)  orang  saja  yai tu  PT.  Inco  Tbk.  Kamus 

Besar  Bahasa  Indonesia,  Departemen  Pendidikan  Dan 

Kebudayaan,  edis i  Ket iga,  terb i tan  Balai  Pustaka  

tahun  2002 hal .  828,  kata  "Para"  diar t i kan  mengacu  

pada kelompok atau  leb ih  dar i  satu,  contohnya  "para  

pencur i  art inya  lebih  dar i  satu  pencur i ,  atau  

dengan  pengert ian  la in  di  atas  rata- rata  contohnya  

"para  normal"  art inya   di  atas  rata- rata  normal  ;

c. Bahwa  gugatan  Penggugat  semakin  ber tambah  

kabur /  t i dak  je l as  sete lah  membaca  da l i l  

gugatan  Penggugat  pada ha l .5  po in  9 bar i s   ke-

8  s/d  10  yang  menyatakan  :  " . . .  Oleh  karena  

i t u  sebaga i  ak iba t  dar i  t i ndakan  Tergugat  yang  

memberhent i kan  Para  Tergugat  secara  sep ihak  

sebab  t i dak  ras iona l  dan  secara  hukum t i dak  

dimungk inkan  PT.  Inco  Tbk. ,  memberhent i kan  PT.  

Inco  Tbk.  ;

d. Bahwa dal i l  gugatan  Penggugat  pada  hal .  2 po in  

5 bar i s  te rakh i r  yang  menyer takan  dan  hubungan  

ker j a  saudara  Muhammad Juf r i  mula i  tangga l  26 

November  2008.  Bahwa da l i l  Penggugat  te r sebu t  

ada lah  kabur  karena  Penggugat  t i dak  memi l i k i  

lega l  s tand ing  ber t i ndak  untuk  dan  atas  nama/  

mengatasnamakan Muhammad Juf r i  ;

e. Bahwa dalam  pet i t um  gugatan  Penggugat  te rdapat  

permohonan  putusan  "prov is i " ,  akan  te tap i  dalam 

posi ta  gugatannya,  Penggugat  t idak  mengura ikan  

dal i l - dal i l  atau  alasan- alasan  hukum  yang  

si fa tnya  prov is i ona l ,  pet i t um  gugatan  seper t i  

i tu  ber ten tangan  dengan  posi tanya  oleh  sebab  i tu  

gugatan  Penggugat  yang  demik ian  tersebut  adalah  

kabur  ;

f . Bahwa  pada  bag ian  pet i t um  gugatan ,  Penggugat  

mohon  se la i n  putusan  prov i s i ona l  juga  putusan  
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yang  s i f a t nya  prov i s i ona l  ya i t u  putusan  "b i j  

voor raad" .  Permohonan  prov i s i ona l  dan  bi j  

voor raad  secara  bersamaan  ada lah  tumpang  

t i nd i h / doub le  karenanya  secara  hukum  ada lah  

kabur  ;

g. Bahwa pada pet i t um  No.3  dan teru lang  pada pet i tum  

No.  5 "Dalam Pokok  Perkara"  kata- kata  "Tidak  sah  

dan  bata l  demi  hukum"  Bahwa penggunaan  kata—DAN— 

diantara  kata- kata  "t idak  sah"  dan  kata- kata  

"bata l  demi  hukum"  karena  apabi la  bata l  demi  

hukum,  maka  past i  t idak  sah,  oleh  karena  i tu  

penger t ian  t idak  sah dan bata l  demi  hukum tersebut  

adalah  rancu,  kabur  dan t idak  ras iona l  ;

h. Bahwa  gugatan  Penggugat  yang  mencantumkan  alamat  

Tergugat  berkantor  di  Sorowako  Kab.  Luwu  Utara,  

Sulawesi  Selatan  adalah  t idak  tepat ,  karena  

management  Tergugat,  PT.  Inco  Tbk.,  berkedudukan  di  

Jakarta,  Plaza  Bapindo  Cit ibank  Tower,  lanta i  22,  

Jl .Jenderal  Sudirman Kav.  54- 55 Jakarta  12190.  Bahwa 

karena  yang  digugat  adalah  Pemutusan  Hubungan  Kerja  

(PHK)  produk  management  PT.  Inco  Tbk.,  yang  

berkedudukan di  Jakarta,  maka alamat  yang tepat /benar  

adalah  Jakarta ,  Plaza  Bapindo  Cit ibank  Tower,  lanta i  

22,  Jl .  Jenderal  Sudirman  Kav.54- 55 Jakarta  12190 -  

bukan -  Sorowako Kab.  Luwu Utara,  Sulawesi  Selatan  ;

Berdasarkan  fak ta - fak ta  dan  a lasan- a lasan  hukum di  atas ,  

o lehnya  i t u  berdasar  dan  bera lasan  hukum gugatan  Penggugat  

untuk  d inya takan  t i dak  dapat  d i t e r ima  ;

Bahwa  te rhadap  gugatan  te rsebu t  Pengadi l an  Neger i  

Makassar  te lah  mengambi l  putusan ,  ya i t u  Putusan  

No.14 /PHI .G /2009 /PN.Mks . ,  tangga l  18  Maret  2010  yang  

amarnya  sebaga i  ber i ku t  :

Mengadi l i

Dalam Ekseps i  :

- Menolak  ekseps i  Tergugat  untuk  se lu ruhnya  ;

Dalam Prov i s i  :

- Menolak  prov i s i  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  ;
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Dalam Pokok  Perkara  :

- Menolak  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  ;

Menimbang,  bahwa  sesudah  putusan  terakh i r  in i  

diber i t ahukan  kepada  Tergugat  pada  tanggal  18  Maret  2010  

kemudian  terhadapnya  oleh  Tergugat  dengan  perantaraan  

kuasanya,  berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus  tanggal  17 September  

2009  dia jukan  permohonan  kasasi  secara  l i san  pada  tanggal  31  

Maret  2010  sebagaimana  ternyata  dar i  Akte  Permohonan  Kasasi  

No.14/PHI .G/  2009/PN.MKS.,  yang  dibuat  oleh  Pani te ra  Muda 

Pengadi lan  Hubungan  Indust r i a l  pada  Pengadi lan  Neger i  

Makassar ,  permohonan  mana  di i ku t i  oleh  memori  kasasi  yang  

memuat  alasan- alasan  yang  di te r ima  di  Kepani te raan  Pengadi lan  

Hubungan  Indust r i a l  pada  Pengadi lan  Neger i  tersebut  pada  

tanggal  14 Apr i l  2010 ;

Bahwa setelah  i tu  oleh  Termohon Kasasi  dahulu  Tergugat  yang  

pada tanggal  05 Mei  2010 te lah  diber i tahu  tentang  memori  kasasi  

dar i  Pemohon  Kasasi  dahulu  Penggugat  dia jukan  jawaban  memori  

kasasi  yang  di ter ima  di  Kepani teraan  Pengadi lan  Hubungan  

Indust r ia l  pada  Pengadi lan  Negeri  Makassar  pada  tanggal  18  Mei  

2010 ;

Menimbang,  bahwa  permohonan  kasas i  a  quo  beser ta  

alasan- alasannya  te l ah  dibe r i t a hukan  kepada  pihak  lawan  

dengan  seksama,  dia jukan  da lam  tenggang  waktu  dan  dengan  

cara  yang  d i t en tukan  dalam undang- undang,  maka oleh  karena  

i t u  permohonan kasas i  te rsebu t  fo rma l  dapat  d i te r ima  ;

Menimbang,  bahwa  a lasan- alasan  yang  dia j ukan  oleh  

Pemohon  Kasas i    da lam  memor i  kasas inya  te rsebu t  pada  

pokoknya  ia l ah  :

Kebera tan  per tama :

Bahwa Pengad i l an  Hubungan  Indus t r i a l  pada  Pengad i l an  

Neger i  Makassar  se laku  Judex  Fact i  d i  t i ngka t  per tama te l ah  

sa lah  menerapkan  hukum  yang  kurang  cukup  per t imbangan  

hukumnya  dalam  memer iksa ,  mengadi l i  dan  memutus  perkara  a 

quo,  karena  Pengadi l an  Hubungan  Indus t r i a l  Makassar  se laku  

Judex  Fact i  t i dak  mempert imbangkan  secara  te l i t i  dan cermat  

atas  dasar - dasar  pe langgaran  yang  di l akukan  Peker j a  

dika i t k an  dengan  bukt i - bukt i  dan  kete rangan  para  saks i -
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saks i  d i  depan Pers idangan  ;

Dimana dalam pert imbangan hukum Judex  Fact i  pada halaman 36  

al inea  ke  4(empat)  bahwa dar i  keterangan  saksi - saksi  Penggugat  

dan  Tergugat  di  pers idangan  menerangkan  bahwa  mengenai  mogok 

ker ja  yang  ter jad i  pada tanggal  15 s/d  25 November  2007 dimana  

dalam mogok ker ja  tersebut  ter jad i  pemukulan  yang di lakukan  oleh  

Penggugat  terhadap  Jefr i  pada  tanggal  16  November  2007  diarea  

Perusahaan PT.  Inco  Tbk. ,  di  Balantang………dst.?  ;

Adalah  suatu  per t imbangan  hukum yang  sangat  kel i r u  dan  

sangat  t idak  sesuai  dengan  fak ta  dalam pembukt ian  yang  te lah  

dia jukan  oleh  Tergugat  maupun terhadap  keterangan  saksi - saksi  

di  depan  pers idangan  akhi rnya  Judex  Fact i  salah  dalam 

penerapan  hukumnya,  dimana  terhadap  bukt i  P.  5  yang  sangat  

je las  adalah  bukt i  hasi l  sidang  Bipar t i t  ter tangga l  28  Mei  

2008  yang  pada  in t i nya  menetapkan  suatu  kesepakatan  bahwa 

saudara  M.  Jafar  dihukum dengan  hukuman step  4,  begi tu  pula  

dengan  keterangan  para  saksi - saksi  di  depan  Pers idangan  baik  

saksi  Penggugat  /Pemohon  Kasasi  maupun  Termohon  Kasasi /  

Tergugat  awal  ;

Saks i  Penggugat  Sdr .  Fer i  Ard ina l  dan  saks i  la i nnya  

yang  pada kes impu lannya  mengatakan  bahwa pemukulan  te rsebu t  

te r j ad i  d i  lua r  area  PT.  Inco  Tbk. ,  dan  sudah  te r j ad i  

perdamaian  anta ra  pihak  M.  Jafa r  dan  Jef r i  yang  

di fas i l i t a s i  langsung  oleh  p ihak  manajemen  PT.  Inco  Tbk. ,  

dengan  demik ian  per t imbangan  hukum  Judex  Fact i  te rsebu t  

sangat  ber ten tangan  dengan  fak ta  hukum  atas  bukt i  dan  

kete rangan  saks i  -  saks i  yang  te lah  dia jukan  di  depan  

Pers idangan  akh i rnya  penerapan  hukumnya t i dak  sesua i  dengan  

apa  yang  diga r i s kan  dalam  pera tu ran  perundang- undangan  

sebaga imana  yang  dimaksud  dalam  Undang- Undang  No.13  Tahun  

2003 ten tang  Ketenagaker j aan  ;

Bahwa te rbuk t i  putusan  Judex  Fact i  Pengadi l an  Hubungan  

Indus t r i a l  pada  Pengad i l an  Neger i  Makassar  da lam perkara  a 

quo  t i dak  menerapkan  hukum acara  dengan  benar ,  seh ingga  

putusan  Judex  Fact i  Pengadi l an  Hubungan  Indus t r i a l  Makassar  

da lam perkara  a quo  bata l  demi  hukum atau  set i dak - t i daknya  

harus  d iba ta l kan  o leh  Mahkamah Agung Rl .  ;
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Kebera tan  kedua  :

Bahwa  per t imbangan  hukum  v ide  putusan  halaman  36 

al i nea  te rakh i r  bahwa  bukt i  P- 5  dengan  bukt i  T- 4  kedua  

belah  pihak  Tergugat  dengan  FSP  KEP  bersepaka t  untuk  

member ikan  step  4 kepada  Penggugat  sesua i  dengan BPHI  2006-

2008  namun  sesua i  dengan  kete rangan  Saks i  Terguga t  Muh.  

Agus Lumbun,  SH. ,  da lam kete rangannya  pada pers idangan  har i  

Selasa  tangga l  16 Februar i  2010 mengatakan  bahwa :

Sidang  Bipar t i t  te rsebu t  d i l aksanakan  sebe lum 

ke luarnya  putusan  Pengad i l an  Neger i  Palopo  

No.410/P id /B /2008 /PN.P ip . ,  (buk t i  T- 1)  dan  s idang  Bipar t i t  

te rsebu t  berk l ausu l  bahwa  apab i l a  Penggugat  di j a t uh i  

hukuman  oleh  Pengadi l an  maka  sanks i  Step  V  (PHK)  akan  

dibe r i k an  kepada  Penggugat  dst .?  Vide  Putusan  Maje l i s  Hakim 

pada ha l .  37 a l i nea  per tama ;

Bahwa  da lam  ka i t an  in i  sangat  ber ten tangan  dengan  

fak ta  hukum disesua i kan  dengan  bukt i  dan  kete rangan  saks i  

yang  dia j ukan  di  depan  pers idangan  dimana  Saks i  Muh.  Agus  

Lumbun,  SH. ,  sesua i  dengan  kut i pan  per t imbangan  hukum 

Maje l i s  Hakim  di  atas  dengan  je l as  per t imbangan  hukum 

Maje l i s  Hakim yang  di j ad i kan  dasar  da lam putusannya  adalah  

sangat  ke l i r u  dan  t i dak  sesua i  dengan  fak ta  di  

pers i dangan  ;

Fakta - fak ta  te rsebu t  sangat  je l as  dan  te rang  dapat  

d i l i h a t  dar i  kut i pan  kete rangan  para  saks i - saks i  yang  te lah  

dipe r i k sa  d i  depan  pers idangan  yang  mul ia  d imana  atas  

kete rangan  Saks i  Muh.  Agus  Lumbun,  SH. ,  sesua i  dengan  

kut i pan  per t imbangan  Maje l i s  Hakim  yang  te ru ra i  d i  atas  

ada lah  t i dak  benar  dan ber ten tangan  dengan  fak ta  pembukt i an  

kesaks ian  yang  te ru ra i  da lam  kut i pan  putusan  halaman  28  

dimana  saks i  te r sebu t  t i dak  pernah  sama seka l i  menyinggung  

ataupun  mengatakan  adanya  s idang  Bipar t i t  da lam 

kesaks iannya  jad i  sangat l ah  ke l i r u  j i k a  Maje l i s  Hakim 

mengura i  per t imba- ngan  hukum  dengan  fak ta  dan  kesaks ian  

pada  hal  kete rangan  dalam kesaks iannya  berband ing  te rba l i k  

dengan ura ian  per t imbangan  hukum Maje l i s  Hakim te rsebu t  ;

Jad i  per t imbangan  hukum Judex  Fact i  da lam  putusannya  
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sangat l ah  t i dak  sesua i  dengan  fak ta  dan  kesaks ian  yang  

mendasar  pada  is i  pembukt i an  yang  dia j ukan  di  depan  

pers i dangan  ;

Dengan  per t imbangan  hukum yang  ke l i r u  yang  di j ad i kan  

dasar  dan  acuan  Maje l i s  Hakim  da lam  mengambi l  putusannya  

yang  berband ing  te rba l i k  dengan  fak ta - fak ta  dan  kesaks ian  

di  depan dipe rs i dangan  maka keke l i r uan  Judex  Fact i  te rsebu t  

sangat  ber ten tangan  sebaga imana  yang  d ia tu r  da lam  hukum 

acara  bahwa Judex  Fact i  da lam memutus  perkara  harus  sesua i  

dengan  fak ta  dan  kebenaran  yang  te rungkap  di  depan  

pers i dangan  ;

Jad i  sangat  je l as  Judex  Fact i  da lam  menja tuhkan  

putusannya  te rdapa t  kesa lahan- kesa lahan  yang  sangat  

mendasar  akh i rnya  te r j a r i n g  adanya  ket i dak  te r t i b an  

beracara  dalam  menja lankan  cukup  dipe r t imbangkan  untuk  

dimin takan  pembata lan  o leh  Maje l i s  Hakim  Agung  yang  

te rho rmat ;

Kebera tan  ket i ga  :

Bahwa  per t imbangan  hukum pada  halaman  37  a l i nea  ke  

3( t i ga )  ada lah  per t imbangan  hukum yang  sangat  ke l i r u  dan  

sangat  bera lasan  hukum  dimohonkan  pembata lan  sebab  

putusannya  te r j a r i n g  putusan  yang  kurang  cukup  

dipe r t imbangkan  (onvoe ldoende  gemot i vee rd )  dan  te rdapa t  

ket i dak - te r t i b an  beracara  da lam menja lankan  perad i l an  ;

Dengan dasar  dan landasan  Pasa l  158 ayat  (1 )  huru f  (e )  

Undang- Undang  No.13  Tahun  2003  untuk  menja tuhkan  pemutusan  

ker j a  pada Penggugat  ada lah  sangat  je l as  ke l i r u  oleh  karena  

keten tuan  dalam atu ran  te rsebu t  te rdapa t  pengecua l i an  yakn i  

b i l amana  pidana  yang  di j a t uhkan  te rhadap  Tersangka  te rsebu t  

d i j a l an i n ya  dan atau  secara  f i s i k  d i tahan  akan  te tap i  da lam 

perkara  yang  menimpa M.  Jafa r  yang  dalam putusan  pidananya  

di te t apkan  t i dak  akan  d i j a l an i  dan  ataupun  t i dak  di tahan  

hal  in i  berar t i  keg ia tan  dan  peker j aan  t i dak  te rganggu  dan  

Penggugat  te tap  dapat  menja lankan  peker j aannya  ;

Dihubungkan  dengan  per t imbangan  hukum Judex  Fact i  yang  

mengacu pada Pasal  160 ayat  (3)  Undang- Undang No.13  Tahun 2003  

yakni  Pengusaha  dapat  melakukan  pemutusan  ker ja  terhadap  
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peker ja  yang  sete lah  6  enam bulan  t idak  dapat  melakukan  

peker jannya.  Sedang  Judex  Fact i  t idak  pernah  mempert imbangkan  

bahwa putusan  pidana  yang  di ja tuhkan  terhadap  Penggugat  Muh.  

Jafar  tersebut  dinyatakan  dan  diputuskan  bahwa  pidana  

percobaan  yang  di ja tuhkan  oleh  Majel i s  Hakim  pidana  tersebut  

t idak  di ja lan inya  dan t idak  di tahan  olehnya  i tu  Pasal  160 ayat  

3  yang  menjadi  dasar  per t imbangan  Majel i s  Hakim  tersebut  

sangat  kel i r u  karena  fak tanya  Penggugat  masih  dapat  

menja lankan  peker jaannya  dengan baik  ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  alasan- alasan  te rsebu t  

Mahkamah Agung berpendapa t  :  

Bahwa alasan- alasan  in i  t i dak  dapat  d ibenarkan ,  karena  

Judex  Fact i  te lah  t i dak  sa lah  menerapkan  hukum,  akan  te tap i  

Maje l i s  Kasas i  memperba ik i  putusan  Judex  Fact i  dengan  

member ikan  hak  kompensas i  kepada  Penggugat  sesua i  keten tuan  

Pasal  161  Undang- Undang  No.  13  Tahun  2003  dan  Tergugat  

setu ju  untuk  membayar  uang  kompensas i  Pemutusan  Hubungan  

Ker ja  (PHK)  te rsebu t  (v i de  kont ra  memor i  kasas i ) ,  padaha l  

sebenarnya  hak  normat i f  Penggugat  adalah  sesua i  keten tuan  

Pasal  160  Undang- Undang  No.13  Tahun  2003  ya i t u  Penggugat  

te rbuk t i  bersa lah  melakukan  t i ndak  pidana  berdasarkan  

putusan  Pengad i l an  Neger i  Palopo  No.410/P id .B /2008 /PN.P lp .  

(v i de  T- 1)  ;  

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan  tersebut  di  

atas ,  maka permohonan kasasi  yang dia jukan  oleh  pemohon kasasi  

:  MUHAMMAD JAFAR tersebut  harus  di to lak  dengan  perbaikan  amar  

Putusan  Pengadi lan  Hubungan  Indust r i a l  pada  Pengadi lan  Neger i  

Makassar  No.14/PHI .G/2009/PN.Mks. ,  tanggal  18  Maret  2010,  

sehingga  amarnya  seper t i  yang akan disebutkan  di  bawah in i  ;  

Menimbang,  bahwa karena  ni la i  gugatan  dalam perkara  a quo  

t idak  leb ih  dar i  Rp.150.000.000,00  (sera tus  l ima  puluh  ju ta  

Rupiah) ,  maka berdasarkan  ketentuan  Pasal  58 Undang- Undang No.  

2  Tahun  2004,  para  pihak  dibebaskan  dar i  biaya  perkara ,  dan  

selan ju tnya  biaya  perkara  a quo dibebankan  kepada Negara  ;

Memperhat i kan  pasa l - pasa l  dar i  Undang- Undang  No.  2 

Tahun  2004  ten tang  Penye lesa ian  Perse l i s i h an  Hubungan  

Indus t r i a l ,  Undang- Undang  No.48  Tahun  2009  dan  Undang-
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang  No.14  Tahun  1985  sebaga imana  yang  te lah  diubah  

dengan  Undang- Undang  No.5  Tahun  2004  te rakh i r  dengan  

Undang- Undang  No.3  Tahun  2009  ten tang  Perubahan  Kedua  Atas  

Undang- Undang No.14  Tahun 1985 ten tang  Mahkamah Agung ser ta  

pera tu ran  perundang- undangan  la i n  yang  bersangku tan  ;

M E N G A D I  L I   :

Menolak  permohonan  kasasi  dar i  Pemohon Kasasi  :  MUHAMMAD 

JAFAR ;

Memperba ik i  amar  Putusan  Pengad i l an  Hubungan  

Indus t r i a l  pada  Pengad i l an  Neger i  Makassar  

No.14 /PHI .G /2009 /PN.Mks . ,  tangga l  18  Maret  2010  seh ingga  

amar  se lengkapnya  sebaga i  ber i ku t  :

Dalam Ekseps i  :

- Menolak  ekseps i  Tergugat ;

Dalam Prov i s i  :

- Menolak  prov i s i  Penggugat ;

Dalam Pokok  Perkara  :  

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  sebag ian  ;

2. Menyatakan  putusan  hubungan  ker ja  antara  Penggugat  

dengan Tergugat  ;

3. Menghukum  Tergugat  (Pengusaha)  membayar  kompensasi  

Pemutusan  Hubungan Ker ja  (PHK)  kepada Penggugat  (Peker ja )  

sejumlah  Rp.79.672.467,00  ( tu juh  puluh  sembi lan  ju ta  enam 

ratus  tu juh  puluh  dua  r ibu  empat  ratus  enam puluh  tu juh  

Rupiah)  ;

4. Menolak  gugatan  se la i n  dan se leb ihnya  ;

5.  Membebankan  b iaya  perkara  kepada  Negara  ;  

Demik ian lah  d ipu tuskan  dalam  rapa t  permusyawara tan  

Mahkamah Agung  pada  har i  Selasa  tangga l  21  Desember  2010  

oleh  SOLTONI MUHDALLY,SH. ,MH. ,  Hakim Agung  yang  di te t apkan  

oleh  Ketua  Mahkamah Agung  sebaga i  Ketua  Maje l i s ,  HORADIN 

SARAGIH,SH. ,MH. ,  dan  FAUZAN,  SH. ,MH. ,  Hakim- Hakim  Ad.  Hoc 

PHI  pada  Mahkamah  Agung  sebaga i  anggota ,  dan  diucapkan  

dalam  s idang  te rbuka  untuk  umum pada  har i  i t u  juga  oleh  

Ketua  Maje l i s  dengan  dihad i r i  o leh  Hakim- Hakim  Anggota  

te rsebu t  dan  FLORENSANI  KENDENAN,SH. ,MH. ,  Pani te ra  

             Hal .  17 dar i  13 hal .  Put .  No.  
849 K/Pdt .Sus /2010

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggant i  dengan t i dak  dihad i r i  o leh  para  p ihak . -  

          Hakim- Hakim  Anggota  :  

K e t  u a :

TTD/HORADIN  SARAGIH,  SH. ,MH.            TTD/SOLTONI  

MUHDALLY,  SH. ,MH.  

TTD/FAUZAN,  SH. ,  MH.TD/        t t d . /

                    t t d . /

DWI TJAHYO SOE                 W  Pani te ra  Penggant i ,

                               FLORENSANI KENDENAN,SH. ,MH.

ONO, SH.                  H.  DJAFNI  DJAMAL,UYUNG 

MARIZAL,  SH.                                             

              Untuk  Sal inan

          MAHKAMAH  AGUNG R. I .

               a.n .  Pani te ra

                                Pani te ra  Muda Perdata  

Khusus

            RAHMI MULYATI ,  S.H. ,  M.H.
                                           NIP.040  049 629.

             Hal .  18 dar i  13 hal .  Put .  No.  
849 K/Pdt .Sus /2010

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18


